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Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul Pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Miras di Kabupaten Biak Nunfor, ada tiga hal yang dapat disimpulkan; berikut ini. 
1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten  Biak Nunfor belum 
dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya karena tidak adanya 
mekanisme pengawasan yang dibuat berdasarkan standar manajemen. Pengawasan penting 
dilakukan karena pengawasan merupakan bagian yang terpenting dalam menilai suatu 
kebijakan yang dijalankan. 
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD 
Kabupaten Biak Nunfor berkaitan dengan wilayah Kabupaten Biak Nunfor yang merupakan 
daerah kepulauan sehingga mempersulit akses transportasi dan rentang kendali yang cukup 
jauh antarwilayah. Faktor lainnya berkaitan dengan standar manajemen pengawasan yang 
menjadi pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan secara eksplisit tidak diatur dengan jelas 
dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pengawasan yang dilakukan 
anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor terhadap implementasi perda mirastidak dilakukan 
melalui rencana/program yang baik. 
3. Upaya anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam mengatasi faktor 





Tahun 2011 tentang miras terkendali dengan rentang  antar wilayah yang jauh dan akses 
transportasi yang sulit karena karakteristik Kabupaten Biak Nunfor yang berupa wilayah 
kepulawan. Pengawasan secara langsung ke seluruh wilayah adat sulit dilakukan. Untuk 
mengatasi hal tersebut, DPRD Kabupaten Biak Nunfor mengambil kebijakan dengan 
mengutamakan masukan dari masyarakat secara tertulis dan lisan. Pengawasan atas 




Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak 
Nunfor, maka saran-saran yang diberikan: 
1. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD perlu ditingkatkan dengan 
menyusun mekanisme pengawasan yang berdasar pada manajemen perencanaan dengan 
melibatkan bantuan tim ahli manajemen yang professional. Dengan demikian, fungsi 
pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras 
bisa benar-benar dilakukan dengan perencanaan yang baik. Perlunya dijalin kerjasama yang 
kuat dan permanen dengan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat Biak 
Nunfor, yaitu Majelis Rakyat Papua dan Ondopai untuk bersama-sama mengonsepkan 
kebijakan dan mengkaji permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat adat di Kabupaten Biak Nunfor yang lebih baik. 
2. Anggota DPRD diharapkan menjalin kerjasama dengan Majelis Rakyat Papua 





dalam pelaksanaan perda tentang miras.Dengan demikian tantangan dan hambatan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perda 
tentang miras bisa disikapi dengan baik, dengan mengutamakan pendekatan secara langsung 
di kampung-kampung adat. Pola pengawasan secara langsung lebih baik dilakukan 
dibandingkan dengan cara menunggu masukan, sebab masalah yang dihadapi akan lebih cepat 
dan tepat diidentifikasi dengan pendekatan langsung. 
3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli manajemen yang kompeten, 
Majelis Rakyat Papua, serta Pemerintah Daerah untuk turut serta memecahkan masalah-
masalah pelaksanaan teknis pengawasan terhadap implementasi perda miras serta 
mengupayakan suatu forum diskusi padasetiap tahun secara berkala untuk mengkaji dan 
mendengarkan laporan pelaksanaan perda tentang miras, dan masalah yang dihadapi. Dengan 
demikian bisa dirumuskan kebijakan yang tepat dalam mengupayakan pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD dengan baik terkait dengan implementasi perda tentangmiras di 
Kabupaten Biak Nunfor. Sebagai acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggota 
DPRD diharapkan mengatur tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dalam Tata 
Tertib DPRD yang dibuat, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi 
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